BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENDISTRIBUSIAN
BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN KATINGAN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

bahwa dalam rangka penatausahaan mekanisme
pendistribusian dan pertanggungjawaban belanja BBM,
maka perlu dibuatnya Pedoman Pertanggungjawaban dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan,

bahwa pemberian bahan bakar minyak kendaraan
dinas/operasional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Katingan khususnya pada kendaraan dinas
operasional/lapangan jenis sepeda motor perlu adanya
penyesuaian dengan kondisi yang ada saat ini;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan

Peraturan Bupati Katingan;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi
Kalimantan Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4180);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);  www.jdih.katingankab.go.id



Menetapkan

5.

10.

11.

12.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 358, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4503) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana
telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Negara/ Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan ~ Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaaan Barang Milik
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

PERATURAN BUPATI KAT INGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN
DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN.

www.jdih.katingankab.go.id



Pasal I

Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Katingan Nomor 6 Tahun 2017
Tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pendistribusian Bahan Bakar
Minyak Kendaraan Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan (Berita
Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2017 Nomor 351) diubah secara keseluruhan
sehingga berbunyi :

No Jenis Kendaraan Besarnya Jatah Keterangan
CC/8Silinder (Liter)
maksimal
per bulan
1 2 3 4 5
1. KENDARAAN PERORANGAN DINAS
1. | Sedan 2000-ke atas 600
2. | Jepp 2000-ke atas 700
1I. KENDARAAN DINAS OPERASIONAL / LAPANGAN
1. | Mini Bus 1200-2000 200
2000-ke atas 300
2. | Pick Up / Double Cabin 1200-2000 200
2000-ke atas 300
3. | Sepeda Motor < 120-200 50
4. | Bus 2000-3000 450
3001-4000 500
4001-ke atas 650
5. | Truk 1700-2000 600
2001-3000 750
3001-ke atas 900
Pasal II

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Ketentuan pada
Lampiran Peraturan Bupati Katingan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pertanggungjawaban dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan
Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten
Katingan Tahun 2017 Nomor 351), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
lagi.

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, © leret 2017

BUPATI KATINGAN,

ZZ
Diundangkan di Kasongan /

{

Vi ot

pada tanggal " Maret &

SEKRE IS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2017 NOMOR..727

www.jdih.katingankab.go.id



